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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam

tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan

Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan

yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan

penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa

formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun

peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi

sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial

sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti,

menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu

kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses

penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi

pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya

Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang

terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties

related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are,

how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and

whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty

Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that

forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty

calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of

royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may

decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for

royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement

on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms
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and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations

with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact

a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is

necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty

Board in the settlement of royalty disputes. 


